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Abstract

This study aims to examine whether there is an influence between the understanding of regulations and the
quality of tax service services on taxpayer compliance with taxation taxes as moderating. The data used in this
study are primary data. This type of research is quantitative. The object of this research is taxpayers who are
registered at the Tampan KPP Pratama Pekanbaru City. The sample collection method used random
sampling method. Samples were taken as many as 100 MSME taxpayers. The data analysis test uses the
Moderated Regression Analysis (MRA) method which is processed using SPSS 24. The results of this study
indicate that the understanding of tax regulations and the quality of tax services have an effect on taxpayer
compliance. Furthermore, the socialization of taxation is able to moderate the effect of understanding
regulations and the quality of tax service services on taxpayer compliance.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Quality of Fiscus Service, Socialization of Taxpayer

Compliance

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang,
pendapatan negara Indonesia masih
tergolong rendah, dan upaya pemerintah
untuk mengatasi hal ini ialah dengan
meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.UMKM di Indonesia telah
menjadi bagian penting dari sistem
perekonomian di Indonesia. Hal ini
dikarenakan UMKM merupakan unit-unit
usaha yang lebih banyak jumlahnya
dibandingkan usaha industri berskala besar
dan memiliki keunggulan dalam menyerap
tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu
mempercepat proses pemerataan bagian
dari pembangunan (Yuli, 2017).

Dengan  meningkatnya  jumlah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
menjadi alasan pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2013, yang diubah kembali menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun
2018 tentang pajak penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto (omzet)
tidak melebithi Rp 4,8 miliar yang
mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh

UMKM diubah menjadi 0,5% untuk
seluruh UMKM. Walaupun peraturan ini
dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak
UMKM untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya, ternyata masih ada beberapa
Wajib Pajak UMKM vyang tidak patuh
akan aturan pemerintah ini. Hal demikian
merupakan permasalahan yang harus
diselesaikan oleh petugas pajak.

UMKM merupakan salah satu sektor
usaha, dimana aset dan omset yang
dimiliki terbatas. Seperti layaknya usaha
pada umumnya, UMKM memiliki -ciri
khas diantaranya menjual komoditi yang
tidak tetap, memiliki manajemen sistem
yang belum rapi, SDM yang rendah, dan
sulit mendapatkan pendanaan dari bank
(Santoso, 2020). Terlepas dari itu UMKM
memiliki kontribusi yang cukup signifikan
dalam perekonomian indonesia, 99%
usaha didominasi oleh UMKM yang
menyerap hingga 97% dari total jumlah
tenaga kerja  (https://www.pajak.com,
2021). Menurut Dona (2017) kepatuhan
perpajakan  sebagai  “suatu  keadaan
dimana wajib pajak memenuhi semua
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kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya”. Ada dua macam
kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal
dan kepatuhan material. Kepatuhan formal
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
dapat memenuhi kewajiban perpajakan
secara formal dengan ketentuan yang ada
di dalam undang-undang perpajakan.

Penelitian tersebut dilakukan untuk
menguji Pengaruh Pemahaman Peraturan
Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus
dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai
Pemoderasi.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB)
merupakan perluasan dari Theory of
Reasoned Action (TRA). Fishbein dan
Ajzen (1975) dalam Harris (2017) Theory
of Reasoned Action (TRA) mengemukakan
bahwa niat perilaku di pengaruhi oleh
sikap dan norma subjektif. Sedangkan
Harris  (2017) menyatakan  bahwa
kepercayaan ~umum  tentang  pajak
dipengaruhi oelh sikap dan norma
subjektif. Theory of Planned Behavior
(TPB) merupakan teori untuk menguji
perilaku kepatuhan atau tidak patuh
terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi
oleh niat untuk berperilaku (Diamastuti,
2016). TPB menunjukkan bahwa suatu
berperilaku ditentukan atau dipengaruhi
oleh tiga faktor, yaitu (Wahyono, 2014):

Attitude (sikap)

Attitude merupakan faktor dalam diri
seseorang yang dipelajari untuk
memberikan respon positif maupun negatif
pada penilaian terhadap sesuatu yang
diberikan. Contohnya jika seseorang
menganggap sesuatu yang bermanfaat bagi
dirinya sendiri maka orang itu akan
memberikan respon  positif  terhadap
sesuatu tersebut, tetapi sebaliknya apabila
sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka
orang itu akan memberikan respon yang
negatif.

Subjective Norm (norma subjektif)
Subjective Norm merupakan suatu

E-ISSN 2723-0309

persepsi individu mengenai pemikiran
individu lain yang akan mendukung atau
tidak mendukung dalam melakukan
sesuatu. Norma ini juga mengacu pada
tekanan sosial yang dirasakan seseorang
untuk melakukan atau tidak melakukan
suatu perilaku. Hal ini menyangkut dengan
keyakinan bahwa orang lain dapat
mendorong atau menghambat untuk
melakukan sesuatu. Seseorang akan
cenderung melaksanakan sesuatu jika
termotivasi oleh orang lain  yang
menyetujui untuk melaksanakan sesuatu
jika termotivasi oleh orang lain yang
menyetujui untuk melaksanakan sesuatu
tersebut.

Perceived Behavioral Control (persepsi
kontrol perilaku)

Perceived Behavioral Control merupakan
persepsi kemudahan atau kesulitan dalam
melakukan perbuatan atau perilaku.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Franzoni (1999), kepatuhan
Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai
perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa
factor yaitu kecenderungan mereka
terhadap intitusi publik (dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang
dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem
yang ada, dan kesempatan atas
kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi
dan dihukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Ukuran kepatuhan memenuhi
kewajiban perpajakan biasanya diukur dan
dibandingkan dengan besar kecilnya
penghematan  pajak  (tax  saving),
penghindaraan pajak (tax avoidance), dan
penyelundupan pajak (tax evasion) yang
kesemuanya bertujuan untuk
meminimalkan beban pajak.

2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan
(X1)

Menurut Arikunto (2019)
“pemahaman adalah sesuatu hal yang kita
bisa pahami dan kita mengerti dengan
benar. Pemahaman adalah bagaimana
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seorang mempertahankan, membedakan,
menduga, menerangkan, = memperluas,
menyimpulkan menggeneralisasikan,
memberikan contoh, menuliskan kembali,
dan memperingatkan.” Pemahaman
peraturan perpajakan merupakan cara wajib
pajak untuk mengetahui, memahami dan
menerapkannya dalam membayar pajak
Resmi (2012:49).

H1: Adanya pengaruh pemahaman
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM.

2.4 Kualitas Pelayanann Fiskus (X2)
Lovelock dan Wirtz (Albari, 2009 :3)
mendefinisikan layanan sebagai tindakan
atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak
kepada pihak lain yang dapat menciptakan
nilai dan memberikan manfaat kepada
pelanggan pada waktu dan tempat tertentu
dengan menimbulkan perubahan keinginan
atau kepentingan penerimaan layanan.
Sehingga, pelayanan perpajakan dapat
didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang
diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
berupa layanan prima perpajakan untuk
memberikan  kepuasan atas melayani
kepatuhan wajib pajak. Kewajiban fiskus
yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib
pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib
pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan
H2: Adanya pengaruh kualitas pelayanan
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

2.5 Sosialisasi Perpajakan (Z)

Sosialisasi merupakan hal yang tidak
terpisahkan dalam upaya peningkatan
jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan
pajak ini juga memiliki andil yang besar

dalam mensukseskan peningkatan
penerimaan perpajakan. Kurangnya
sosialisasi ~ dari  pemerintah  kepada

masyarakat yang masth awam tentang
perpajakan dapat mengakibatkan
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masyarakat itu sendiri kurang paham dan
mengetahui apa sebenarnya manfaat utama
dari pajak yang dibayarkan. Penyuluhan
melalui berbagai media seperti media cetak,
elektronik, spanduk, serta berbagai seminar
pajak yang dilakukan Dirjen Pajak
diharapkan dapat membawa pesan moral
terhadap pentingnya pajak bagi negara dan
bukan  hanya  dapat  meningkatkan
pengetahuan wajib pajak dan membantu
Wajib Pajak yang kurang paham tentang
peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
dari wajib pajak sehingga secara otomatis
penerimaan pajak juga akan meningkat
sesuai dengan target penerimaan yang
ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan Dirjen
Pajak bahwa menanamkan pengertian dan
pemahaman tentang pajak bisa diawali dari
lingkungan keluarga sendiri yang terdekat,
melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-
forum tertentu dan ormas- ormas tertentu
melalui  sosialisasi. Dengan tingginya
intensitasinformasi yang diterima oleh
masyarakat, maka dapat secara perlahan
merubah mindset masyarakat tentang pajak
ke arah yang positif (Susanto, 2012).

H3: Sosialiasasi perpajakan memoderasi
pengaruh pemahaman peraturan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

H4: Sosialiasasi perpajakan memoderasi
pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan
sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel
pada umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan data menggunakan instrumen
peenelitian, analisis data bersifat kuantitatif
atau statistik dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi
Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama
Pekanbaru Tampan. Waktu penelitian
dilakukan mulai dari penentuan judul
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hingga penelitain selesai. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Sumber data yang didapatkan dari
hasil penelitian lansgung dari tanggapan
responden melalui kuesioner yang berupa
pertanyaan secara terstuktur, kemudian hasil
jawaban responden atas kusioner tersebut
diolah menjadi sumber data dalam penelitian
ini. Populasi dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP
Pratama Pekanbaru Tampan di tahun 2021.
Metode pemilihan sampel yang digunakan
peneliti adalah random sampling yaitu
Teknik pengambilan sampel dari anggota
populasi yang dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata dalam populasi itu.
Untuk  menghitung  jumlah  sampel
digunakan rumus Slovin yang biasa
digunakan dalam penelitian survey dimana
biasanya jumlah sampel besar sekali,
sehingga diperlukan sebuah formula untuk
mendapatkan sampel yang sedikit tetapi
dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Std.
N Min Max Mean Devia
tion

Pemahaman Peraturan
Perpajakan (X1) 100 21 3529.49 3.304
Kualitas Pelayanan 100 34 5547.64 5.080
Fiskus (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak 100 33 5043.55 4.270
(Y)
Sosialisasi Perpajakan 100 16 2521.10 2.130
)
Valid N (listwise) 100

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat
dijelaskan analisis statistik  deskriptif
variabel dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Berdasarkan pengujian statistik diatas,
dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib
pajak memiliki nilai minimum sebesar
33, nilai maksimum 50 dan nilai rata-
rata (mean) sebesar 43,55 dengan
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standar deviasi sebesar 4,270. Yang
berarti nilai rata-rata (mean) lebih
besar dari standar deviasi, sehingga
mengindikasi bahwa hasil cukup baik.
Hal tersebut dikarenakan standar

deviasi adalah pencerminan
penyimpangan yang sangat tinggi,
sehingga penyebaran data

menunjukkan hasil yang baik.

. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas,
dapat  diketahui  bahwa tingkat
kepatuhan wajib pajak memiliki nilai
minimum sebesar 21, nilai maksimum
35 dan nilai rata-rata (mean) sebesar
29.49 dengan standar deviasi sebesar
3.304. Yang berarti nilai rata-rata
(mean) lebih besar dari standar deviasi,
sehingga mengindikasi bahwa hasil
cukup baik. Hal tersebut dikarenakan
standar deviasi adalah pencerminan
penyimpangan yang sangat tinggi,
sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang baik.

. Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Variabel  pengetahuan  perpajakan
menunjukan nilai minimum sebesar 34,
nilai maksimum 55 dan nilai rata-rata
(mean) sebesar 47,64 denggan standar
deviasi sebesar 5,080. Yang artinya
nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari
nilai deviasi, sehingga mengindikasi
bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut
dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan  penyimpangan  yang
sangat tinggi, sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang baik.

Sosialisasi Perpajakan (Z)

Variabel biaya kepatuhan menunjukan
nilai minimum sebesar 16, nilai
maksimum 25 dan nilai rata-rata
(mean) sebesar 21,10 dengan standar
deviasi sebesar 2,130. Yang artinya
niali rata-rata (mean) lebih tinggi dari
nilai deviasi, sehingga mengindikasi
bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut
dikarenakan standar deviasi adalah
pencerminan  penyimpangan  yang
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sangat tinggi, sehingga penyebaran data
menunjukkan hasil yang baik.

Hasil Uji Kualitas Data
Penelitian yang mengukur variabel
dengan menggunakan penyebaran

kuesioner harus melakukan pengujian
kualitas data yang telah diperoleh.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah instrumen yang digunakan sudah
valid dan reliabel, karena kebenaran data
yang diolah sangat menentukan kualitas
hasil penelitian.

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian
ini dilakukan pada empat variabel yaitu
pemahaman peraturan perpajakan, kualitas
pelayanan fiscus dan kepatuhan wajib
pajak dengan sosialisasi perpajakan
sebagai variabel moderasi. Teknik yang
dipakai dalam uji validitas ini yaitu dengan
melakukan korelasi  bivariate antara
masing-masing skor indikator dengan total
skor konstruk atau variabel (Ghozali,
2016: 54).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas
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Item

Variabel
pertanyaan

X2.10 0,789 0,1671 Valid
X211 0,586 0,1671 Valid

Z.1 0,619 0,1671 Valid
72 0,785 0,1671 Valid
Z3 0,864 0,1671 Valid
74 0,810 0,1671 Valid
7.5 0,868 0,1671 Valid

Sosialisasi
Perpajakan (Z)

Variabel ltem
pertanyaan

Rhitung Rtabel Keterangan

Y.1 0,710 0,1671 Valid
Y.2 0,723 0,1671 Valid
Y.3 0,758 0,1671 Valid
Y.4 0,824 0,1671 Valid
Kepatuhan Wajib Y.5 0,779 0,1671 Valid
Pajak (Y) Y.6 0,686 0,1671 Valid

Y.7 0,791 0,1671 Valid

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Dilihat dari hasil tabel 2 diatas, Nilai
rtabel di dapat dari df = 100-4 = 96 sebesar
0,1671. Dari hasil uji validitas menujukkan
bahwa masing-masing item variabel
memiliki nilai rhitung > rtabel dengan
tingkat signifikan kurang dari 0,05. Maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh
item pernyataan dari variabel penelitian ini
dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk
mengetahui konsistenan jawaban

responden dalam menjawab pernyataan
yang mengukur variabel. Uji reliabilitas
dalam  penelitian ini  menggunakan
perangkat lunak SPSS 24, yang
memberikan fasilitas untuk mengukur
reliabilitas dengan menggunakan uji
statistik Cronbach’s Alpha Coefficient (o).
Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas
yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Item-Total Statistics

Rhitung Rtabel Keterangan

. Variabel Cronbach’s Keterangan
Y.8 0,706 0,1671  Valid Alpha
Y9 0,413 0,1671 Vahd Kepatuhan Wajib Pajak 0,773 Reliabel
Y.10 0,787 0,1671  Valid UMKM (Y)
X1.1 0,224 10,1671 Vahd Pemahaman Peraturan 0,864 Reliabel
X1.2 0,215 0,1671  Valid Perpajakan (X1)
X1.3 0,163 0,1671 Vahd Kualitas Pelayanan Fiskus 0,722 Reliabel
Pemahaman X1.4 0,202 0,1671 Valid (X2)
Peraturan Perpajakan  X1.5 0,225 0,1671 Valid Sosialisasi Perpajakan (7) 0,763 Reliabel
X1) X1.6 0,228 0,1671 Valid

X17 0260 01671 Valid Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

X2.1 0,814 0,1671  Valid
X22 0,868 0,1671 Valid
X23 0,847 0,1671 Valid
X24 0,800 0,1671 Valid
X25 0,829 0,1671 Valid
X2.6 0,870 0,1671 Valid
X277 0,882 0,1671 Valid
X2.8 0,805 0,1671 Valid
X29 0,750 0,1671 Valid

Suatu variabel dalam penelitian
dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach
Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016:48). Pada
tabel menunjukkan bahwa semua variabel
yang ada di dalam penelitian ini memiliki
nilai Cronbach Alpha > 0,70 sehingga
penelitian ini dinyatakan reliabel.

Kualitas Pelayanan
Fiskus (X2)
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Artinya semua jawaban yang
diberikan oleh responden sudah konsisten
dalam menjawab setiap pernyataan/
pertanyaan  yang  digunakan  untuk
mengukur masing-masing variabel, yaitu
pemahaman peraturan perpajakan, kualitas
pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak
dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel
moderasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian
bertujuan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik
yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari
tiga pengujian, yaitu uji normalitas, uji
heterokedastisitas dan uji
multikolinearitas.

Hasil Uji Normalitas

Penelitian ini menguji normalitas
data dengan menggunakan wuji statistik
Kolmogorov Smirnov (K-S). Besarnya
nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan
tingkat signifikansi di atas 0,05. Hal ini
ditarik kesimpulan bahwa data residual
terdistribusi normal (Ghozali, 2013 :163).
Hasil uji normalitas dalam penelitian dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 100
Normal Mean 0
Parameters®® Std. Deviation 3.89926084
Absolute 0.091
Most Extreme  Positive 0.091
Differences
Negative -0.076
Kolmogorov- 0.907
Smirnov Z
Asymp. Sig. (2- 0.383
tailed)
a. Test
distribution is
Normal.
b. Calculated
from data.

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Hasil  perhitungan = Kolmogorov
Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa nilai
signifikansi sebesar 0,383 > 0,05. Maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa model
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regresi layak digunakan karena telah
memenuhi uji normalitas atau data residual
terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk
mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinearitas dalam model regresi
dengan melihat dari Tolerance Value dan
Variance Inflation Factor (VIF). Nilai
yang umum digunakan untuk
menunjukkan adanya multikolinearitas
dalam model regresi adalah nilai
Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai
VIF < 10 (Ghozali, 2016 :103-104).

Tabel S. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients”
Collinearity Statistics
Mode Tolerance VIF
(Constant)
Pemahaman Peraturan 0,835 1,197
Perpajakan (X1)
Kualitas Pelayanan 0,79 1,258
Fiskus (X2)
Sosialisasi Perpajakan 0,946 1,057
(2)

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM (Y)

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat
dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas
antar variabel bebas menunjukkan bahwa
nilai VIF masing-masing variabel bebas
tidak lebih dari 10 dan nilai folerance
masing-masing variabel lebih dari 0,10.
Jadi dapat disimpulkan bahwa antara
variabel bebas tidak terjadi
multikolinieritas

Hasil Uji Heterokedasitas

Penelitian ini  melakukan  uji
heterokedastisitas dengan menggunakan
uji Glejser atau absolute residual dari data.
Apabila tingkat signifikansi diatas 0,05
maka tidak terjadi heterokedastisitas,
tetapi jika dibawah 0,05 maka terjadi
heterokedastisitas (Ghozali, 2013 :142-
143). Hasil uji heterokedastisitas data
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secara ringkas dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedasitas

Coefficients®
Standardized
Coefficients
Model Beta T Sig.
1| (Constant) 5.12 0
Pemahaman 0.247 2422 | 0417
Peraturan
Perpajakan
XD
Kualitas 0.155 1478 | 0.243
Pelayanan
Fiskus (X2)
Sosialisasi 0.187 1.954 | 0.354
Perpajakan
)]
a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat
dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas
menunjukkan nilai signifikansi (Sig) antara
variabel independen dengan absolut
residual lebih besar dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.

Uji Moderated Regression Analysis
(MRA)

Uji Moderated Regression Analysis
yang dalam pengujiannya mengandung
interaksi berupa perkalian dua atau lebih
variabel independen dengan variabel
moderating  yang  bertujuan  untuk
mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dan variabel
moderating. Adapun uji  moderated
regression analysis (MRA) dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi
pada software SPSS 24 for windows
mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Moderated Regression
Analysis
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Pemahaman 0.291 | 0.156 | 2.197 1.87 | 0.
Peraturan 06
Perpajakan 5
(X1)
Kualitas 0.733 | 0.439 -1 1.669 | 0.
Pelayanan 0.872 09
Fiskus (X2) 8
Moderasi_X 0.012 | 0.007 | -2.11 | 1.664 | 0.
1.Z 09
9
Moderasi_X 0.04 | 0.02 1.545 | 2.031 | 0.
2.7 04
5

a. Dependent Variable:
KEPATUHAN WAJIB PAJAK Y

Coefficients®
Unstand Stand
Model Coefficients Coeff T |Sig.
B Std. Beta
Error
(Constant) 33.505 | 3.798 8.821 0

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel di atas akan
diperoleh model regresi sebagai berikut: Y
=33.505+ 0,291 + 0,733 + 0,012 + 0.040
+e

Dari model regresi tersebut dapat
disimpulkan bahwa:
Hasil regresi menunjukkan nilai

konstanta sebesar 33.505, hal ini berarti
bahwa apabila variabel pemahaman
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan
fiskus, moderasi X1.Z dan moderasi X2.Z
dianggap konstan (0). Maka kepatuhan
wajib pajak adalah sebesar 33.505 poin.

Koefisien regresi variabel
pemahaman peraturan perpajakan (B1)
bernilai positif sebesar 0,291. Hal ini
berarti bahwa setiap kenaikan pemahaman
peraturan perpajakan sebesar 1 poin, maka
kepatuhan wajib pajak akan mengalami
kenaikansebesar 0,291 poin.

Koefisien regresi variabel kualitas
pelayanan fiskus (B2) bernilai positif
sebesar 0,733. Hal ini berarti bahwa setiap
kenaikan kualitas pelayanan fiskus sebesar
1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan
mengalami kenaikan sebesar 0,733 poin.
Koefisien regresi variabel peraturan
pemahaman perpajakan (X1) dengan
sosialisasi perpajakan (Z) bernilai positif
sebesar 0,012. Hal ini berarti bahwa setiap
kenaikan peraturan pemahaman
perpajakan dengan sosialisasi perpajakan
sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib
pajak akan mengalami kenaikan sebesar
0,012 poin.




Jurnal IAKP, Vol. 4, No. 1, Juni 2023

Koefisien regresi variabel kualitas
pelayanan fiskus (X2) dengan sosialisasi
perpajakan (Z) bernilai positif sebesar
0,04. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan
kualitas  pelayanan  fiskus  dengan
sosialisasi perpajakan sebesar 1 poin, maka
kepatuhan wajib pajak akan mengalami
kenaikan sebesar 0,04 poin.

HASIL UJi HIPOTESIS (UJI T)
Coefficients*
Unstandardized : Standardized
Coefficients Coefficients
B Std Beta

)

Model T | Sig

Error
33505 3.798 8821 G
0.291 0.156 2197 187 0.065
0.733 0.439 -0.872 1669 0.098
0012 0.007 2111684 0.099
004 002 1548 20310045

(Constant)
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)
Moderasi_X1.Z
Moderasi_X2.Z

a. Dependent Variable:

KEPATUHAN WAJIB PAJAK Y

Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Sumber : Data primer yang Diolah, 2022

Diketahui nilai signifikansi variabel
pemahaman peraturan perpajakan (X1)
sebesar 0,065 < 0,1 artinya pemahaman
peraturan perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam
penelitian ini hipotesis 1 diterima.

Nilai signifikansi variabel kualitas
pelayanan fiskus sebesar 0,098 > 0,1
artinya  kualitas  pelayanan  fiskus
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dalam penelitian ini hipotesis 2
diterima.

Nilai signifikansi moderasi antara
variabel pemahaman peraturan perpajakan
dan sosialisasi perpajakan (X1.Z) sebesar
0,099 < 0,1. Artinya sosialisasi perpajakan
mampu memoderasi pemahaman peraturan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. sehingga dalam penelitian ini
hipotesis 3 diterima.

Diketahui nilai signifikansi moderasi
antara variabel kualitas pelayanan fiskus
dan sosialisasi perpajakan (X2.Z) sebesar
0,045 < 0,1. Artinya sosialisasi perpajakan
mampu memoderasi kualitas pelayanan
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
sehingga dalam penelitian ini hipotesis 4
diterima
Hasil Uji Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi
digunakan untuk menguji goodness-fit dari
model regresi. Adapun hasil  uji
determinasi  (R?) dilakukan  dengan
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menggunakan analisis  regresi  pada
software  SPSS 24  for  windows
mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi (R?)

Model Summary

Adjusted R §yq. Error of

Model R R Square

Square theEstimate
1 0,4792 0,791 0,781 2,113
a Predictors: (Constant),

SOSIALISASI_PERPAJAKAN_Z,

PEMAHAMAN_PERATURAN_PERPAJAKAN_XI1,
KUALITAS_PELAYANAN_FISKUS_X2

b

Dependent Variable:

KEPATUHAN_WAIJIB_PAJAK_Y

Sumber: Data primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai R
Square (Koefisien Determinasi) sebesar
0,791 yang artinya pengaruh variabel
independen  (X) yaitu pemahaman
peraturan  perpajakan  dan  kualitas
pelayanan  fiskus terhadap  variabel
dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak
sebesar 79,1%. Sedangkan sisanya sebesar
20,9%dipengaruhi oleh variabel lainnya.

S5.Pembahasan
5.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan

Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak

Berdasarkan tabel yakni hasil
pengujian antara variabel pemahaman

peraturan perpajakan terhadap variabel
kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t
sebesar 1,870 dengan tingkat signifikan
sebesar 0,065 < 0,1 dengan nilai
koefisiennya 0,291. Maka dari penelitian
ini hipotesis yang diajukan diterima dan
disimpulkan bahwa pemahaman peraturan
perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel yakni
pengujian  antara  varibel

hasil
kualitas
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pelayanan  fiskus  terhadap  variabel
kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t
sebesar 1,669 dengan tingkat signifikan
sebesar 0,098 < 0,1 dengan nilai
koefisiennya 0,733. Maka dari penelitian
ini hipotesis yang diajukan diterima dan
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.

5.3 Pengaruh Pemahaman Peraturan
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak dengan  Sosialisasi
Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel yakni moderasi
antara variabel pemahaman peraturan
perpajakan dan sosialisasi perpajakan
(X1.Z) menunjukkan nilai t sebesar 1,664
dengan tingkat signifikan sebesar 0,099 <
0,1 dengan nilai koefisiennya 0,012. Maka
dari penelitian ini hipotesis yang diajukan
diterima  dan  disimpulkan = bahwa
sosialisasi perpajakan dapat memoderasi
hubungan pemahaman peraturan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak.

5.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai
Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel yakni moderasi
antara variabel kualitas pelayanan fiskus
dan  sosialisasi  perpajakan = (X2.Z2)
menunjukkan nilai t sebesar 2,043 dengan
tingkat signifikan sebesar 0,045 < 0,1
dengan nilai koefisiennya 0,043. Maka
dari penelitian ini hipotesis yang diajukan
diterima  dan  disimpulkan = bahwa
pengetahuan perpajakan yang tinggi
mampu meminimalisir biaya kepatuhan
dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji
hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pemahaman peraturan
perpajakan  berpengaruh  terhadap
variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti semakin baik pemahaman
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peraturan perpajakan yang dimiliki
wajib pajak maka semakin meningkat

kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel kualitas pelayanan fiskus
berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti
semakin baik kualitas pelayanan pajak
maka semakin meningkat kepatuhan

wajib pajak.

3. Sosialisasi perpajakan dapat
memoderasi hubungan antara
pemahaman  peraturan  perpajakan

dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti dengan dilakukannya sosialisasi
perpajakan maka pemahaman wajib
pajak meningkat dan secara langsung
dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

4. Sosialisasi perpajakan dapat
memoderasi hubungan antara kualitas
pelayanan fiskus dengan kepatuhan
wajib pajak. Hal ini berarti dengan
adanya sosialisasi yang dilakukan oleh
pihak fiskus maka dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak.
Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah

dilakukan, serta  pembahasan  dan

kesimpulan yang diperoleh maka saran

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya bisa
menggunakan metode wawancara agar
bisa mendapatkan hasil responden yang
sebenarnya. Hal ini digunakan untuk
memastikan bahwa keseriusan
responden dalam menjawab semua
pernyataan-pernyataan yang ada.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat
memperluas responden menggunakan
responden lebih bebas dan pasti serta
memperluas ruang lingkup penelitian
agar tidak terbatas pada satu wilayah
saja.
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